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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar 
Belanja; 

Mengingat:  1.  Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabiltas Sistem Keuangan untuk Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Manjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Desease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
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tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601) sebagaiman telahh diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Kontruksi Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9); 

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38); 

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2022 
tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 
Nomor 48); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

kewenangan daerah otonom. 
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3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 
Selatan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 

5. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

8. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan 
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

9. Kegiatan adalah bagian dari  program  yang  dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua 

jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

12. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. 

14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada SKPD untuk setiap program.  

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD  serta  anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 

17. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas 
Analisis Standar Belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan 
unit kegiatan masing-masing SKPD. 

18. Analisis Standar Belanja Fisik adalah standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui 
analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan 

menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai 
komponen penyusunannya. 

19. Analisis Standar Belanja Non Fisik adalah standarisasi biaya Kegiatan non fisik 
melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan 
menggunakan standar barang, harga satuan barang dan 

honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunannya. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk: 

a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

digunakan dalam melaksanakan  Program/Kegiatan oleh SKPD; 

b. penyetaraan penghitungan anggaran Program/Kegiatan yang 

sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD; dan 

c. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang 
efektif, efisien, transparan, adil dapat dipertanggungjawwabkan dan 

berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran 
belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama Kegiatan yang berlaku sama 

untuk seluruh SKPD. 

Bagian Kedua  

Tujuan 

Pasal 3 

Penetapan Analisis SKPD bertujuan: 

a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang 
diajukan SKPD dalam  melaksanakan sebuah Kegiatan; 

b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; 

c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam 

rangka pengendalian anggaran; 

d. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan 
inefisiensi anggaran; 

e. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur Kinerja yang jelas; 

f. standarisasi honorarium, upah/jasa dan biaya operasional dalam menentukan 

kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan 
Kegiatan; dan 

g. menyeragamkan biaya dalam Kegiatan yang sama. 

BAB III 
ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 4 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati menetapkan Analis Standar Belanja di 

Daerah. 

(2) Penetapan Analis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 
untuk menentukan besaran biaya setiap Kegiatan dalam rangka penyusunan 

RKA-SKPD. 

(4) Setiap Kegiatan dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis 

yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur Analisis Standar 
Belanja. 

Pasal 5 

(1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri 
dari: 

a. Analisis Standar Belanja Fisik; dan 

b. Analisis Standar Belanja Non Fisik. 
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(2) Rincian Analisis Standar Belanja Fisik dan rincian Analisis Standar Belanja 
Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

(3) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat 
dilakukan penyesuaian Analis Standar Belanja. 

(4) Penyesuaian formula dan besaran Analisis Standar Belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

Pasal 6 

Pengendalian terhadap penerapan Analisis Standar Belanja dalam penyusunan 
RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala SKPD. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 7 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Standar Belanja dilakukan oleh SKPD 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Selatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 
65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya   dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 23 Februari 2023 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

     ttd 
 

              ACHMAD FIKRY 
 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 23 Februari 2023 

          SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

          ttd 
 
             MUHAMMAD NOOR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2023 NOMOR 8 


